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A. DEFINISI 

Menurut PP dosen pasal 1 item 4 dan 5: (1) Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat 

pendidik untuk dosen, (2) Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan 

yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga professional. 

B. TUJUAN 

SOP ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai : 

1.   Prosedur sertifikasi Dosen 

2.   Persyaratan yang diperlukan dalam proses sertifikasi Dosen  

3.   Waktu yang diperlukan dalam proses sertifikasi Dosen. 

C. RUANG LINGKUP 

 SOP ini meliputi : 

a.   Tata cara proses pelaksanaan sertifikasi Dosen 

b.   Pihak-pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi dosen. 

 

D. DASAR HUKUM 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4586); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5336); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5007); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan 

Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5016); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan 



Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5500); 

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan,  

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 156); 

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen 

Pendidikan Nasional; 

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan 

dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi; 

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 

tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang 

Perubahan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 

Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40); 

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 

tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173); 

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2017 

tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1149); 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang 

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 47); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang 

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 



(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555); 

14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 

2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963); 

 

E. PIHAK TERKAIT 

1. Rektor 

2. Wakil Rektor II 

3. Dekan/PD I, II dan III 

4. Ketua Jurusan 

5. Kepala Bagian Tata Usaha 

6. Kasubdit BKD,Kepangkatan & Serdos 

7. Dosen 

8. Mahasiswa 

 

F. DOKUMEN TERKAIT 

1. Memiliki NIDN untuk dosen tetap atau memiliki NIDK untuk Dokter Pendidik 

Klinis (Dokdiknis) atau memiliki NIDK untuk dosen paruh waktu; 

2. Memiliki jabatan fungsional sekurang-kurangnya Asisten Ahli; 

3. Memiliki pangkat/golongan ruang atau inpassing bagi dosen non-ASN; 

4. Memiliki masa kerja sebagai Dosen sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-

turut Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pengangkatan pertama dalam jabatan 

fungsional Dosen; 

5. Memenuhi Beban Kerja Dosen (BKD) 2 tahun secara berturut-turut; 

6. Memenuhi nilai ambang batas (passing grade) Tes Kemampuan Dasar Akademik 

(TKDA) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek; 

7. Memenuhi nilai ambang batas (passing grade) Tes Kemampuan Berbahasa 

Inggris (TKBI) dari Lembaga yang diakui Kemendikbudristek; dan 

8. Memiliki Sertifikat Program Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik 



Instruksional (PEKERTI) atau Applied Approach (AA) dari perguruan tinggi 

pelaksana Program PEKERTI/AA yang diakui Kemendikbudristek 

 

 

 

 

 

 

 

 



G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAHAPA

N 
URAIAN KEGIATAN 

 PELAKSANA    MUTU BAKU 

Panitia 

serdos 

pusat 

Admin 

serdos 

LLDIKT

I  

Admin 

PSD-

PTU  

Dosen 

Admin 

PSD-

PTU  

Penilai  

Atasan,

sejawat 

,mahasi

swa 

Adm

in 

PSD-

PTU 

Pani

tia 

serd

os 

pusa

t 

PERSYARATA

N/ 

KELENGKAP

AN 

WAKTU OUTPUT 

Pertama Pembukaan periode serdos 

oleh panitia serdos pusat 
        

NIDN,jabatan 

fungsional,inpassing,(BKD

) 2 tahun,(TKDA)(TKBI) 

PEKERTI/AA yang diakui 
1 Hari Daftar nama dosen Eligible 

Kedua Admin Serdos LLDIKTI 

melakukan Singkronisasi 

data Calon Peserta Serdos 

        

Data T1 1 -30 Hari 

Akun calon serdos di Sister 
Ketiga Admin PSD PTU 

menentukan nama nama 

calon dosen yang Eligible 

        

Data T1 1-30 Hari 

Keempat DYS yang Eligible 

mengisi portofolio di 

sister 

        

Data T2 

1-30 Hari 

Soal portofolio  

Kelima Admin PSD-PTU 

membagi token penilaian 
Atasan,sejawat,mahasisw

a 

        

Soal portofolio 

Keenam Penilai melakukan 

penilaian portofolio dosen 
   

 

     
Data T2 Soal portofolio 

ketujuh Admin PSD-PTU 
mengajukan Usulan 

Portofolio Dosen ke 

panitia serdos pusat 

        

Surat pengantar 1 hari Nama nama usulan calon serdos 

kedelapa

n 

Pengumuman serdos oleh 

panitia serdos pusat 
        

Data T3 1-30 Nama nama usulan calon serdos 

          
  Sertifikat kelulusan 

STAR 

2 

3 

5 

4 

6 

7 

8 

Selesai 



G. MEKANISME DAN ALUR PROSEDUR OPERASIONAL 

 

 

 

 

 

 

H. Penutup 

SOP dibuat sebagai acuan dan harus dilaksanakan secara konsisten oleh semua pemangku 

kepentingan. 

 

 

 


